
LEMBARAN DAERAH
KOTA  BANDUNG

TAHUN : 2011 NOMOR : 06

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa  untuk menjamin kelestarian  fungsi lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan di Kota Bandung maka perlu melaksanakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan
kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang;

b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup
yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik
dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air, dan ruang
terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu;

c. bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
merupakan urusan wajib daerah, dan untuk itu dalam rangka mewujudkan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, maka perlu diatur upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

4. Undang-Undang …
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991  Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999  Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3804);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia  Nomor 3853);

14. Peraturan …
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3853);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia

Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian

Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4068);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001  Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4153);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional;

21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004

tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah;

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

25. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Tingkat II Bandung Nomor 10

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun 1990 Nomor 3 seri D);

26. Peraturan …
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26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DAN

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat  SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dan mendapat pendelegasian dari Walikota.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang selanjutnya disingkat SKPD lain adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan selain di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan …
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7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan.

9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH
adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan
saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan
hidup.

11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan
nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.

16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau  pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan.

17. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau wajib ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

22. Sengketa …


